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PERSYARATAN, TATA CARA PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN

ANGGOTA DIREKSI BADAN USAHA MILIK NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

bahwa persyaratan, tata cara pengangkatan, dan
pemberhentian anggota Direksi Badan Usaha Milik
Negara telah diatur dalam Peraturan Menteri Badan
Usaha Milik Negara Nomor PER-03/MBU/02/2015
tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan, dan
Pemberhentian Anggota Direksi Badan Usaha Milik
Negara;

bahwa untuk menciptakan sistem pemilihan Direksi
Badan Usaha Milik Negara yang andal dan akuntabel,
serta untuk mengatur manajemen talenta dan
manajemen suksesi Direksi Badan Usaha Milik Negara,
perlu mengatur kembali Peraturan Menteri Badan Usaha
Milik Negara mengenai persyaratan, tata cara
pengangkatan, dan pemberhentian anggota Direksi
Badan Usaha Milik Negara;

bahwa  berdasarkan  pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan

Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara tentang
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Mengingat

Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan, dan
Pemberhentian Anggota Direksi Badan Usaha Milik

Negara;

Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan
Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2003 tentang
Pelimpahan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri
Keuangan pada Perusahaan Perseroan (Persero),
Perusahaan Umum (Perum) dan Perusahaan Jawatan
(Perjan) kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2003 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4305);

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang
Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran
Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 117, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4556);

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2019 tentang
Kementerian Badan Usaha Milik Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 235);
Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor
PER-04/MBU/03/2021 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kementerian Badan Usaha Milik Negara (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 251);
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MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
TENTANG PERSYARATAN, TATA CARA PENGANGKATAN,
DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA DIREKSI BADAN USAHA
MILIK NEGARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat
BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian
besar modalnya dimiliki oleh negara melalui
penyertaan secara langsung yang berasal dari
kekayaan negara yang dipisahkan.

2. Perusahaan Perseroan yang selanjutnya disebut
Persero adalah BUMN yang berbentuk perseroan
terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang
seluruh atau paling sedikit 51% (lima puluh satu
persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik
Indonesia yang tujuan utamanya mengejar
keuntungan.

3. Perusahaan Perseroan Terbuka yang selanjutnya
disebut Persero Terbuka adalah Persero yang modal
dan jumlah pemegang sahamnya memenuhi kriteria
tertentu, atau Persero yang melakukan penawaran
umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan
di bidang pasar modal.

4. Perusahaan Umum yang selanjutnya disebut Perum
adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara
dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk
kemanfaatan umum berupa penyediaan barang

dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus
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10.

11.

12.

13.

14.

mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan
perusahaan.

Menteri adalah menteri yang ditunjuk dan/atau diberi
kuasa untuk mewakili pemerintah selaku pemegang
saham negara pada Persero dan pemilik modal pada
Perum dengan memperhatikan peraturan perundang-
undangan.

Wakil Menteri BUMN I dan Wakil Menteri BUMN II yang
selanjutnya disingkat Wakil Menteri, adalah pejabat di
bawah Menteri yang mempunyai tugas membantu
Menteri dalam memimpin pelaksanaan  tugas
Kementerian BUMN.

Sekretaris Kementerian adalah pejabat Eselon [ di
bawah Menteri yang membidangi fungsi administrasi di
Kementerian BUMN.

Deputi adalah pejabat Eselon I di bawah Menteri yang
membidangi sumber daya manusia BUMN.

Asisten Deputi adalah pejabat Eselon II di bawah
Deputi yang membidangi manajemen sumber daya
manusia BUMN.

Asisten Deputi Sektor adalah pejabat Eselon II di
bawah Wakil Menteri yang membidangi portofolio
BUMN.

Direksi adalah organ BUMN yang bertanggung jawab
atas kepengurusan BUMN untuk kepentingan dan
tujuan BUMN serta mewakili BUMN baik di dalam
maupun di luar pengadilan.

Dewan Komisaris adalah organ Persero yang bertugas
melakukan pengawasan dan memberikan nasihat
kepada  Direksi dalam  menjalankan  kegiatan
pengurusan Persero.

Dewan Pengawas adalah organ Perum yang bertugas
melakukan pengawasan dan memberikan nasihat
kepada  Direksi dalam  menjalankan  kegiatan
kepengurusan Perum.

Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya

disingkat RUPS adalah Organ Perseroan yang



15.
16.

17.

18.

19.

20.

21.

2021, No.958

mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada
Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang
ditentukan dalam undang-undang dan/atau anggaran
dasar.

Perusahaan adalah badan usaha selain BUMN.

Komite Talenta adalah komite yang dibentuk untuk
melakukan penjaringan dan evaluasi terhadap Talenta
Direksi BUMN yang terdiri dari Komite Talenta BUMN
yang ditetapkan dengan Keputusan Direksi dan Komite
Talenta Kementerian BUMN yang ditetapkan dengan
Keputusan Sekretaris Kementerian.

Komite Suksesi adalah komite yang dibentuk untuk
melakukan Uji Kelayakan dan Kepatutan terhadap
Kandidat Direksi BUMN.

Talenta Terseleksi (Selected Talent) adalah talenta
BUMN yang diusulkan oleh Direksi BUMN kepada
Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN,
berdasarkan penilaian atas rekam jejak (track record)
yang terdiri atas kinerja dan kapasitas yang
bersangkutan.

Talenta Ternominasi (Nominated Talent) adalah Talenta
Terseleksi dan Direksi yang sedang menjabat yang
dinominasikan oleh Dewan Komisaris/Dewan
Pengawas BUMN dan Talenta Kementerian BUMN yang
dinominasikan oleh Sekretaris Kementerian BUMN,
kepada Menteri BUMN.

Talenta yang Memenuhi Persyaratan (Eligible Talent)
adalah Talenta Ternominasi yang telah memenuhi
Persyaratan formal dan Persyaratan lainnya Anggota
Direksi BUMN serta pemeriksaan latar belakang
(background checking).

Talenta Terkualifikasi (Qualified Talent) adalah Talenta
yang Memenuhi Persyaratan yang telah mengikuti
asesmen oleh lembaga profesional dan mendapatkan
rekomendasi untuk masuk ke dalam Wadah Talenta

(Talent Pool) Kementerian BUMN.



